
I SALINAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional
tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional tertentu pada
Dinas Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta untuk pembinaan karier kepangkatan, serta
peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
bertugas sebagai pejabat fungsional tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu
pada Dinas Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beb~rapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Und::mg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang N0mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor, 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
I<EP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
dan Angka Kreditnya;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai
Negeri Sipil; ,

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan
Formasi Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUKl2007 tentang Pembinaan
Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/1 O/M. PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Pekerja Sosiai Profesional'dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

17. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan PenerapanJabatan
Fungsional dl Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

18. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

19. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan
Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
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21, Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial;

'f-2. Peraturan Gubernur Nomor 163. Tahun 2010 tentang Pendelegasia~

. Wewenang Pengangkatan, Pemlndahqn dan Pemberhentlan Pegawal
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI
FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS SOSIAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah·Provinsi Daerah Khu5US Ibukota Jakarta.

JABATAN

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kej)ala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala
adaiah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekreariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan yang mempunyai
ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, WGwenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang bervvenang untuk m.elakukan kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi Pemerintah
maupun pada badan/organisasi sosial lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipi!. .

8. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosiai adalah jabatan yang mempunyai.
ruang lingkup tugas, .tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
oenvuluhan bidanq oembanqunan kesejahteraan sosial sesuai
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9. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi
perangkat daerah untuk melaksanakan tug<Js pokok dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat
Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Sosial.

11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh
Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai
kinerja Pejabat Fungsional tertentu berdasarkan angka kredit yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional tertentu.

12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria
(tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan
jabatan fungsional tertentu.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal2

Jenis jabatan fungsional tertentu pada Dinas Sosial, terdiri dari :

a. Pekerja Sosial, termasuk dalam rumpun i1mu sosial dan yang
berka/tan; dan

b. Penyuluh Sosial, termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang
berkaitan.

Pasal3

Kedudukan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, sebagai berikut : .

a. Pekerja Sosial, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Sosial di bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial; dan

b. Penyuluh Sosial, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
Dinas Sosial di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan
sosial.

Pasal4

Tugas pokok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

a. Pekerja Sosial, mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan
menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan
pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial; dan

b. Penyuluh Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial
dan pengembangan penyuluhan sosia!.
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BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 5

(1) Jenjang jabaian fungsional Pekerja Sosial dar! yang terendah sampai
dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pekerja Sosial Tingkat Terampil; dan

b. Pekerja Sosial Tingkat Ahli.

(2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan
fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, terdiri dari :

a. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda,
golongan ruang II/a.

b. Pekarja Sosial Pelaksana, terdiri atas:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang IlIb;
2. Pengatur, golongan ruang II/e; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

e. Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, goiongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Pekerja Sosial Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang IIl1e; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan
Pekerja Sosial Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pekerja Sosial Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pekerja Sosial Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang IIl1e; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang IllId.

e. Pekerja Sosial Madya, terdiri atas :

1, Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.
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Pasal 6

(1) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Sosial dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Sosial Perlama;

b. Penyuluh Sosial Muda; dan

c. Penyuluh Sosial Madya.

(2) Jenjang pangkal dan golongan masing-masing jabatan fungsional
Penyuluh Sosial Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dari yang terendah sampai dengan yang terlinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Sosial Perlama, terdiri alas:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkal I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Sosial Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkal I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh SosiaI Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkal I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

BABIV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal7

(1) Penghilungan formasi masing-masing jaba(an fungsional tertentu
pada Dinas Soslal dilakukan dengan cara volume masing-masing
kegiatan dikalikan waklu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam
kerja efektif 1 (satu) lahun.

(2) Waktu rata-rata sebagaimana dimak.sud pada 2yat (1) merupakan
waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal
dibagi 2 (dua).

(3) Jam kerja efeklif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAS V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal8

(1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu pada
Dinas Sosial sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
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Formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu akan ditinjau
ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhari dan
perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

(3) Pengisian. formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu
diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui BKD.

(4) Ijsulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan
penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal9

(1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional tertentu didasarkan
kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam masing-masing jabatan
fungsional tertentu harus memenuhi persyaratan pada masing-masing
j.abatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal10

(1) Pembebasan sementara dari masing-masjng jabatan fungsional
tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain
yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila:

a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;

b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa
penurunan pangkat;

d. cuti di luar tanggungan negara; dan

e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

(1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional tertentu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
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(2) Pejabat fungsional tertentu diberhentikan d::lri jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat; dan

b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing­
masing jenis jabatan fungsional tertentu dalam waktu tertentu
sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 12

(1) Sistem kenaikan pangkatljabatan, didasarkan atas penilaian dan
penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan·
unsur penunjang.

(2) Usulan kenaikan pangkatljabatan disampaikan kepada Gubernur
melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim
Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan masing-masing
jabatan fungsional tertentu dalam jenjang ]abatansesuai dengan
angka kredit yang diperoleh.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam masing-masing jabatan
fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan
tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan masing-masing
formasi jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari kebutuhan
formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro
Ortala.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mangikutsertakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
terkait.

(3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan
Biro Ortala.
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BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan
pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan
fungsional tertantu dapat dil)indahkan ke jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BABX

KETENTUAN PENUTUr

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannyCl dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 22046



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2014
Tanggal 23 Juli 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

Total Waktu
Jumlah

No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan
Formasi1 (satu) Tahun

A. PEKERJA SOSIAL TINGKAT TERAMPIL
1 Pekerja Sosial Pelaksana Pemula 66.600 53

2 Pekerja Sosial Pelaksana 61.284 49

3 Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan 54.900 44

4 Pekerja Sosial Penyelia 32.900 26

B PEKERJA SOSIAL TINGKAT AHLI
1 Pekerja Sosial Pertama 29.112 23

2 Pekerja Sosial Muda 33.007 26

3 Pekerja Sosial Madya 33.845 27

Total 311.648 248

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2014
Tanggal 23 Juli 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

Total Waktu
Jumlah

No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Formasi
1 (satu) Tahun

1 Penyuluh Sosial Pertama 5.665 5

2 Penyuluh Sosial Muda 4.707 4

3 Penyuluh Sosial Madya 3.087 2

Total 13.459 11

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA


